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Mengingat

BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR OY TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK

DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
BUFATI BURLU,

. bahwa berdasarkan Pasl 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 92 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksaaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014, salah satu sumber pendapatan
desa adalah bagi hasil pajak dan retribusi;

. bahwa berdasarkan Pasal 97 avat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksaaan Undang-Undang
Nomor & Tahun 2014, pengalokasian pajak daerah dan
retribusi daerah kepada desa didasarkan atas pemerataan
antar desa dan proposional realisasi penerimaan hasil pajak
daerah dan retribusi daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbagnan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil
Pajak dan Retribusi Derah Kepada Desa;

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nemor & Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999
tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten
Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



Menetapkan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5495]);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 3679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), schagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 57 17);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembatran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 16 Tahun 2018

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun
2018 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



Daerah adalah Daerah Kabupaten Burua;

Pemerintah  Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelengara
Pemerintahan Dacrah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Dacrah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Buru;

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18,

Sekertaris Dacrah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Buru;

Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan
Masyrakat dan Desa Kabupaten Buru;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru;

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyvarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa scbagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa:

Bagi Hasil Pajak Dacrah yang selanjutnya disingkat BHPD adalah Dana bagi
hasil atas penerimaan Rajak Daerah;

Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD adalah Dana bagi
hasil atas penerimaan Retribusi Daerah;

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang discbut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

Sekretaris desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur
pimpinan sckretaris desa yang menjalangkan tugas sebagai koordinator PPKD

Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai unsur staf sekretaris desa vang menjalangkan
tugas PPKD;

Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat desa vang
berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalangkan tugas PPKD;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya singkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru;

Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang sclanjutnya disingkat APBDesa
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa:

Pengadaan barang/jasa Desa yang sclanjutnya disebut dengan pengadaan
barang/jasa adalah kegiatan untuk barang/jasa oleh Pemerintah Desa baik
dilakukan melalui swakelola dan /atau penyediaan barang dan jasa;

Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah
dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan
mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-
pengeluaran berdasarkan DPA yvang telah disahkan oleh kepala Desa:



19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan dipunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank
yang ditetapkan.

BAE 11

RINCIAN ALOKASI
Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini menctapkan Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan
Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten
Buru Tahun Anggaran 2019,

(2] Rincian Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah
Kepada Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, I dan I vang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah
Kepada Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di alokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan :

a. Alokasi Dasar; dan
b. Alokasi Formula.

Pasal 4

Alokasi dasar perdesa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung
berdasarkan alokasi dasar perdesa di Kabupaten Buru sesuai Ketentuan Peraturan
Perundang - Undangan vang berlalu.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dihitung
berdasarkan Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dihitung
berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, indeks kesulitan
geografis dan jumlah Rt/Rw masing - masing desa;

BAB III
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu

Sumber Dana Bagi Hasil Pajak
dan Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal &

(1) Dana bagi hasil pajak Daerah dan retribusi daerah yang menjadi bagian Desa
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buru.

(2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud
Ayat (1) ditetapkan sebesar:



a. Paling banyak 8,53% (Delapankoma lima puluhtigapersen) dari penerimaan
Pajak Daerah; dan

b. Paling banyak 7,73% (Tujuh koma tujuh puluh tiga persen) dari penerimaan
Retribusi Daerah.

Pasal 7

Bupati dapat menentukan besaran persentase bagi hasil pajak dan retribusi
minimal merata dan bagi hasil pajak dan retribusi formulasi dengan pertimbangan
untuk mengurangi kesenjangan pengalokasian bagi hasil pajak dan
retribusi Daerah.

Pasal 8

Besaran proscntase sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 untuksetiap Desa diatur
dengan Alokasi bagi hasil pajak dan retribusi minimal dibagi secara merata sebesar
60% (enam puluh perseratus) dan Alokasi bagi hasil pajak dan retribusi formulasi
sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi berdasarkan bobot Desa.

BagianKedua

Penentuan Besaran Bagian Desa dari Penerimaan Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 9

(1) Rumus yang dipergunakan dalam perhitungan bagi hasil pajak dan retribusi

Daerah adalah:

a. Asas Merata adalah besar bagian pajak dan retribusi daerah yvang sama
untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut BHPRM;

b. Asas Proporsional adalah besar bagian pajak dan retribusi Daerah secara
formulasi berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan
variabel-variabel yang selanjutnya disebut BHPRP; dan

c. Variabel Independen yang digunakan untuk menentukan Nilai Bobot Desa
(BDx) dibedakan atas variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan
Desa, luas wilayah Desa,tingkat kesulitan geografis dan jumlah Rt/Rw
masing-masing Desa.

(2] Rumus untuk menentukan besaran bagi hasil pajak Daerah dan retribusi
Daerah masing- masing desa adalah sebagai berikut:

a. BHx= BHPEM + BHPRPyx

Keterangan :
BHx : Bagi Hasil untuk Desa X.

BHPEM : Bagl Hasil Minimal yang diterima Desa.
BHPRPyx : Bagi Hasil Formulasi untuk Desa X.

b. BHPRPx= BDx* (BH - YBHPR)

Keterangan :

BHPRPx : Bagi Hasil Formulasi untuk Desa X.
BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa X,
BHPR : Total Bagi Hasil Kabupaten.

*BHPR : Jumlah seluruh DBH Minimal.

(3) Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan satu
kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Desa.



Pasal 10
(1) Penentuan nilai bobot desa untuk masing — masing variable dalam menetapkan
besaran bagi hasil pajak dan retribusi Daecrah berlaku Ketentuan Pasal 10 dan
Pasal 11 huruf a dan huruf b dalam Peraturan Bupati ini.

[4) Nilai Bobot untuk masing-masing variabel sebagaimana dimaksud Ayat 1
ditentukan sebagai berikut :

| VARIABEL BOBOT | NILAI
Kemiskinan ' 30%, 0,3
Jumlah Penduduk 15% 0,15
Luas leag,réﬁ 10%% 0,1
IKG Desa 25% 0,25
JumlahRt/Rw 20 % 0,2
JUMLAH 100% I

(3) Data Komponen masing-masing veriabel independen sebagaimana dimaksud
pada Pasal 17 ayat (2] vaitu :

a. Jumlah Penduduk, yaitu nilai koefisien yang diperoleh dari jumlah
penduduk Desa di bagi jumlah penduduk dalam 1 (satu) tahun
se-Kabupaten;

b. Kemiskinan, yaitu nilai koefisicn yang diperoleh berdasarkan jumilah
banyaknya kemiskinan se-Kabupaten;

c. Luas Wilayah, yaitu nilai koefisien yang diperoleh berdasarkan luas daratan
wilayah desa dalam Km? yang dibandingkan dengan luas daratan wilayah
Kabupaten dalam Km?;

d. Tingkat Kesulitan Geografis Desa, yaitu Indeks Kesulitan Geografis Desa
yang dihitung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi
infrastruktur dan transportasi; dan

e. Jumlah Rt/Rw, yaitu nilai koefisien yang diperoleh dari jumlah Rt/Rw desa
di bagi jumlah Rt/Rw dalam 1 (satu) tahun se-Kabupaten.

(4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang
menyelengearakan uwrusan Pemerintah di bidang statistik.

(S) Penetapan Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
sebagaimana terlampir dalam Lampiran II dan Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasgal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru,



Ditetapkan di Namlea
pada tanggal , 2% ApRiL 2019

IM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal , 23 ApRIL 2019
SEKRETARIS DAERAH

f KABUPATEN BURU, Pamt Koordinant |
| Asisten | j
Kadis PMD W

1Al w’\ Kabag Hukum | { |

AHMAD ASSAGAF
BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2019 NOMOR



PAGU BAGI HASIL PAJAK (BHF) DAN BAGI HASIL RETRIBUSI {BHR)
DESA-DESA SE KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2019

Prowvinsi + Maluku
Kabupaten ; Buru
-
NO KECAMATAN DESA EAGE AL FAIN G Al
{BHP) RETRIBUSI (BHR)

1] 2 3 4 5

1 [MAMLEA Namlea 45.14u,um| 45,161,000|
2 [NAMLEA Lala 14,535,000 14,540,000
3 |MAMLEA i:,arau_!g_Ja'!.m 32,407,000 32,417,000
4 [NamiEa ramily - 15,071,000 15.nrs.mﬂ|
5 |NAMLEA Siahoni 23,225,000 23,233,000
6 |NAMLEA Sanieka 16,201,000 16,206,000
7 [MAMLEA Batu boy

B [AIR BUAYS Waepure

9 |AIR BUAYA Waemangit

10 |AIR BUAYA Alr Buaya

11 [AIR BUAYA Tanjung Karang

12 |AIR BUAYA Bara

13 |AIR BUAYA Batlale

14 |AIR BUAYA Washaka

15 |AIR BUAYA Kampung Baru

16 |AIR BUAYA Selwadu

17 |AIR BUAYA - Awilinan

18 [WAEAPD Waetele

19 |WAEAPO Waenetat

A0 WAEAPD Waekasar

21 |WAEAPO Waekerta

22 |WAEAPOD Savana Jaya 21,915,000 1,922,0
23 |WAEAPO Wanareja 16,047,000 16,053,000
24 |WAEAPO Gogorea 19,145,000 19,151,000
25 [WAPLAU Waeura 154740001 @ 15,480,000
26 [WAPLAU Waprea 14,755,000 14,761,000
27 |WAPLAL Waplau 14,635,000 14,640,000
28 |WAPLAY Lamahang 15,458,000 15,463,000
29 |wapLAu Samalagi 13,816,000 13,821,000
30 [waPLAU Namsina 16,860,000 16,865,000
31 |WAPLAU [Hatawaneo 15,134,000 15,139,000
32 [WAPLAU Waelihang 15,786,000 15,791,000
33 |WAPLAU. Skikilale 20,399,000 21,006,000
34 |WaPLAU |waepatih 14,909,000 14,914,000
35 |BATABUAL Waemorat 17,261,000 17,267,000
36 _|BATABUAL {Pela 14,342,000 14,347,000
37 |BATABUAL Nath 20,217,001 20,224,000
38 |BATABUAL Batu Jungku 16,285,000 16,290,000/
39 [BATABUAL Namiea llath 17,153,000 17,159,000
40 [LOLONG GUBA Kubalahin B 15,804,000

41 |LOLONG GUBA Waegeren 25,446,000

42 |LOLONG GUBA Wapsalit 17,526,000|

43 |LOLONG GUBA HNafrua 18,030,000

44 [LOLONG GUBA |Lele 17,217,000

45 [LOLONG GUBA Wabloy 16,783,000

46 |LOLONG GUBA Tifu 19,918,000

47 |LOLONG GUBA Grandeng 15,172,000

48 [LOLONG GUBA Wanakarta 33,281,000

49 |LOLONG GuBA Ohilahin 14,025,000
50 'I.I'I.I'A.ELA_T_&_ Waelo 18,615,000

51 |WAELATA Parbuly 19,875,000

52 |WAELATA Debowae 17,214,

53 |WAELATA Waetina 15,743,




BAGI HASIL PAJAK BAG] HASIL

NO KECAMATAN DESA (e} RETRIBUS (2HH)
1 2 3 4 5
54 [WAELATA [waeleman 15,322,000
55 |WAELATA Waflan 15,794,000
56 |WAELATA Waehata 15,613,
57 |WAELATA Basalale 14,896,000
58 |WAELATA |pava 18,627,000
59 |WAELATA Widit 15,120,000
B0 [FENA LEISELA Wasi 20,728,000
61 |FENA LEISELA Waedanga o 1'7;",'@3_,___
62 |FENA LEISELA Lemanpoali 18,096,000
63 |FENA LEISELA Waspalt 20,209,000
64 |FENA LEISELA |Balbaly 16,386, 0N
65 [FENA LEISELA Waekose 17,601,
66 |FENA LEISELA _|Wamana Baru 20,105,000
67 |FENA LEISELA |Wamlana 19,520,000
68 |FENA LEISELA |Raheriat 16,674,000
| 69 |FENA LEISELA Waemite 19,665,000
70 |FEMA LEISELA Waelana-lana 18,122,000
71 |FENA LEISELA [Waereman 20,667,000
72 |FENA LEISELA Waenibe 14,703,000
73 |TELLK KAIELY Kaiely 14,036,000
74 |TELUK KAIELY Masarete 14,082,000
75 | TELUK KAJELY Waelapia 15,678,000
76 |TELUK KAIELY Kakl Air 18,954,000
77 |TELUK KAIELY Saith 14,719,000
72 |uLiaLy IWaeperang 16,623,000
79 ULy Jkumerasa 18,960,000
BO |LILIALY Ukung 16,218,000
B1 [LILALY ’Eam - 16,562,000
82 |LILIALY Waemiting 28,109,000

JUMLAH LlH.SHMF




PEMBAGIAN BAGT HASIL PAMK DAERAH SETIAF DESA DM KABUPATEN BURL
PROVIMS! MALFKU TAHUN ANGGARAN 2019

i Pardusik Rimish Pandiduk Wik
Wa Escamatan Hama Deam ADDNY kil il
Faviilus -lr- .....I_._ ol Brkoi .__lﬂ..___:_
L) ah
5] Al [ e m 1
T T bea EOL AR P00 0N 31283 0 IPIR0SAE | GGIGSLIN el
2 |Mambg el TR O] E._____ &S AAEN | Sonrenony 1%
] Eatang lapa Baid, 100 50} 1905| SORISAERT ] DOOATIE B
FHETETT il W, B, 7 15 _?u._.._.m.:w“__ SOnEed EL
5 |hiarebea Elu b 30 B2, A0 060 14|  somdiaFaT PR 535
5_Mirnka _m:.nﬁ_ a0 B3, 1500 1683] Sonieivar | ooni7adeg
2 [ Maries At boy L EAD MO0 EE_ sy | ooninsoas
B LA urgn N higu B0 B3, 00000 GE|  SOGSIEST | QOOGRSSAE 1
g ﬁqu.ﬂ-..u Waemangs 10 B2, TIN0.000 "_.!H__ AP | 00l EADE
I ﬁ:..l:.ﬂ A Aure 30 B0, O B0 1814| ool Sy | oondnarag
B r Buyw Tenjong Karsnp SOLESD, TN 00 SOTIRATL | O RaFAY 54
£ mm _u._.- 1B, TR S 355 QOndessds | O01Fieds [:F] W
FI] Buin Batiaks A0, B3, YCUSAC gd3|  Doodradad | oonsTEea A5
il By ‘Washass A0 B30, T 000 M| ooneraea 30R0ST [
2N A Busyw _Eamﬁ Amny 30LE5J, TTNduSaG 478|  Do0Icawg | AAndSicis
IZE S Bunvm telwar 300 R, TRR S0 LiTs] LOOSRLME | O 024288 5]
7 L& Buaya Gwidkan [TF] A1 bl e T
P8 [daeapy Wpase b 30, MG 05 150) puotasarar | ouoopzaEad 14E
i 30LE5D. 10000 35|  ORsOYRRE | SSOETMIAN .
A . Wk s 3O, B 1, T3 00 1765 BOAGETEAR | SO030AGAD F&]
21 i Watherta 10,842, 0000 ™ JPRT | 2001 PEEAS JE
Fr 3 Sawang lawy B E5d, i a5 i4 TSI T | oOnEoRaE 464
2T H:ﬁ Wanaies N0 B OGS0 1551 OLISARFR | S0r AR
% Lojorid 10, Ra ), TN 000 3s8|  DpozeRlas SO0 FLE il
25 ' R By BA3, TO0.000 | 1783 103385 | RminesaT
2F [Waplas Wiapers M_Eu_u_wr.u.uu il bddiodEs | Sonnoaeod 7% o
JT Iwmplas Wnpa B B T O 0 1945| SuQidsiesd | cudirdend oo
2F ww_._ﬂrn Liffaharg T B . TN P 1783 095 | SO0ERET [
By Petaglia [Earvalag 53, B2, 103,000 Al DonaRnEF | uppharal !
a d KETIL TR EOEAD MO0 00 ._.u!__ SOHEES | oonieds 161
a1 lag latraao FOEGL, P0G 000 22| EOSPrTES ﬁnﬂﬁuﬁ-_ -
Emmf Wias iang 15, I, T 0 L163] 6 oneises | oooisusa 21
3 plaa (Sl ale mm_!.._"_.E...un_u AT1|  DOmITSAE SOGEE AT 173 @oFar
M "daplau Warpos bl B3 TS0 1635]  8O02prdld | GOonEELIGT 43| 0 )
A5 MBakazual nprmsrm b0 B ) 7000 000 1534] DffiPREEF 513 el i ) o i1 EF]
48 Rabacunt Fala W BG, TIN GG A5al 2O0EINE. [l =T il o
“ “_.___..EE_ ik 13,061, IGO0 .E__u._ DORATION AR IAET 123 aa ¥
.u.w..-a__s_?:_ | Bt ungha L0y B, PO 41| nOns ey COpIF 81| BoMRRFIaT
_n [l Warriiea ilath EOLEGD, T 00 L7E7] - ifiid 00 RN 18] 0oITES
42 Hoborg Guba Kubalshn P BG3, T0e, Lo 918| PO0SRADes | dudOsDased 30| eriass
1 oksig Gula Waigern _ B, e ong Jadal  DOTARSIRS OIS a3 o 'IE
Al Lokang Guba waprali L3 BA3, 0000 1042| oDiEsSERE e ] 8k o
1 [kong Gty Wadrin 10,5 T8 E mnamer| 17| o o
Ak Lakoryg Gubm Luie D, Bl TG0 L359|  POpdddsal | Soniranar H.nl il ]
45 Jaksry Cuhi Wiabdiory b0 B D, TS0 din|  DO0ATARLE | JuOGedEad 150
4§ Lokong Guba T B0, B, TOOLO0C | .E_ DO0IFAIEE | SOOI 57| o
“wakoreg Gsba Grasderg BB, TG GO0 1854 [LOLARM S T CHERIT TN i) B




i

HEB
i

b o b g R
E[E[E E
4

i

- Ea Bl

HEBHE

.;EE
gl

2|
il

%

A B A B
Hif

I=
i
FEEE

]L

1
4

I

Bl
E;E

o [t |

=

= =

= |
FL
=3

HHE
5[5

El Bl
S (=
--EEEE

¥




PEMBAGIAN BAGI HARIL RETRIBLISI DAERAH SETIAF DESA D) KABUFATEN BURL
PROVINS MALUKU TAMUM ANGGARAN 2008

M:. Hrea=saty i Marns Deas KDDL i
Fesdnd | B
1 5] !
] ] 2 ]
o ialls] Familea _10.BEE 3813 1763]  DARAS0SER | D0asiad 2308067 | nooosFned | 0 00mesain

IE
i

et L 14 [ 7| DORMASIAF | O0CNS4E14

slelsfrllec el l= =[] ]-

A daa i
fir Busys 10, B85 395 13 iHal oo
Al Budyi T 10, 856,355 11T 53] o
Air Buays sBata 0 REG 355 135 LS| O aanzenn)d| podedierd | Qooeseie? | 48 aTms
A By B mpass i wal o
A duaga Miaisks wstessein | sml o
Al SuiyE Fampurg Ba 10, BE6, 355, 123 3ml o
Al Juyd Salwadu 30, Bah 555 121 1275  DOMEFLME | Sbgaddedr
EEEEE Beibnan a0, Bb, 395, 123 46| DaIF2563]
[ 28 |Wamape: Warkei A, BEE, F9E. 12 :E_ DOIBREARE
] A0 B, 335 121 JALE|  OO0e07RST | @UMITEI93
E AT athisar 0L PR AR 130 ] OLONE P
21 |Wasspa e Lo BaE, 3 s 137 1iTe] o4l
E | ag T]
Pl i |
24 IWeeapo 0 |Gofonas | PR EGEE51T0 a
el 175N SuDIIDERS | GdOrsEiRE
28 |
IF IMaphis  Wsplea | 10uERE 28513
o
25

alzlalalslala el !léﬁ‘!'ﬂ.tﬁilahﬁ'ﬂ

B0 415N TR 1l 'y 14,075, 250
F AE S T T 1| 0 areeTan | no0sTiSes | aciamem | 774, I1.500
[oE s b ] I.u..nﬂu"‘.nhqﬂ.. ek T P E E T [ (R P A0 I:...u..ul_. (e ERE k) POSAAGE | GISENSES u.nuM.wu.n (K]







